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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Keefektifan Pengadaan Barang Alat 

Tulis Melalui E-Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi 

Sumatera Selatan. Pada penelitian ini menggunakan teori pengadaan barang secara 

elektronik Menurut Kalakota dan Robinson berdasarkan pemesanan barang, pemenuhan 

barang, dan pembayaran barang. Metode penelitian yang digunakan ialah mengunakan 

pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi kepada Lima orang informan. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan 

Teknik analisis data Miles dan Huberman dengan cara kondensasi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengadaan 

barang yang melalui E-Procurement di Biro pengadaan barang dan jasa Setda Provinsi 

Sumatra Selatan pada alur pemesanan dan alur pemenuhan barang terintegrasi dalam 

aplikasi E-Katalog. Sedangkan proses pembayaran belum terintegrasi dalam aplikasi E- 

Katalog namun untuk alur pelaporannya sudah terintegrasi di SIPD BPKAD. 

Kata Kunci: Pengadaan Barang, E-procurement, dan E-Katalog 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to explain the effectiveness of procuring stationery goods via e- 

procurement at the Procurement Bureau of Goods and Services Regional Secretariat of South 

Sumatra Province. This research uses the theory of electronic procurement according to Kalakota 

and Robinson based on ordering goods, providing goods and paying for goods. The research 

method used is a qualitative approach. Data was collected by observation, interviews and 

documentation with five informants. Samples were collected using Miles and Huberman data 

analysis techniques by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of 

the research show that when procuring goods via E-Procurement at the Regional Secretariat of 

South Sumatra Provincial Goods and Services Procurement Bureau, the order flow and flow of 

goods are integrated in the E-Catalog application. Meanwhile, the payment process has not been 

integrated in the E-Catalog application, but the reporting flow has been integrated in the BPKAD 

SIPD. 

Keywords: Procurement of Goods, E-procurement, and E-Catalog 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 Menjelaskan bahwa 

pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses pengadaan yang dilakukan 

oleh pemerintah dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diawali dari proses 

identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan 

jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Try 

Desmayanti,2022). Setiap instansi pemerintah akan selalu memerlukan barang dan 

jasa, dimana untuk pengadaannya dilakukan melalui proses pengadaan barang dan 

jasa. 

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah bagian terpenting dari operasi 

pemerintahan. Aksesibilitas barang dan jasa merupakan bagian dari tugas dan 

tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat selain kebutuhan 

untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah membeli barang dan jasa dengan cara 

yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Tujuan 

pengadaan barang dan jasa ini adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan 

harga yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam jumlah dan kualitas yang tepat 

pada waktunya. Salah satu elemen penting dalam meningkatkan pengelolaan 

keuangan negara adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan 
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efisien. Dalam hal ini, salah satu bentuknya adalah proses pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara elektronik, yang melibatkan penggunaan transaksi elektronik dan 

teknologi informasi. 

Pemerintah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan mengadopsi sistem e-government 

dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, yang dikenal sebagai e-

procurement. Pemanfaatan teknologi ini merupakan upaya terhadap tantangan yang 

muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 

konvensionalPenyimpangan yang terjadi antara pejabat pengadaan dan penyedia 

sering terjadi karena proses pengadaan barang dan jasa konvensional, yang 

melibatkan proses manual dari pengumuman hingga serah terima pekerjaan secara 

langsung secara tatap muka. Penelitian sebelumnya mengenai pengadaan barang dan 

jasa secara konvensional telah menunjukkan dampak negatif, seperti praktik suap 

untuk memenangkan tender, proses tender yang tidak transparan, kurangnya 

persaingan yang sehat di antara para penyedia, pembatasan spesifikasi teknis yang 

hanya bisa dipenuhi oleh satu pelaku usaha tertentu, serta partisipasi pengusaha tanpa 

dokumen administrasi yang lengkap namun tetap dapat mengikuti dan memenangkan 

tender (Udoyono dalam Siallagan & Dwijatenaya, 2022:113). 

Pendekatan awal pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa masih bersifat 

tradisional, yang melibatkan proses manual mulai dari proses pengumuman hingga 

serah terima hasil pekerjaan secara langsung dan tatap muka. Hal ini menyebabkan 

terjadinya penyimpangan yang melibatkan pejabat pengadaan dan penyedia. Karena 
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proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masih manual menyebabkan 

tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka pihak-

pihak tertentu kerap memanfaatkan proses pengadaan pemerintah untuk melakukan 

tindak pidana korupsi. 

Mengingat banyaknya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka proses pengadaan yang 

sebelumnya masih bersifat tradisional dan dianggap banyak menimbulkan 

permasalahan, telah beralih ke pengadaan secara elektronik melalui penggunaan 

aplikasi E-Procurement yang secara langsung diawasi oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan demikian, proses pengadaan 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mengurangi potensi 

terjadinya praktik korupsi di kalangan penyedia dan penerima pengadaan barang dan 

jasa. E-procurement merupakan gagasan digitalisasi yang sistematis dan relevan 

yang melibatkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam konteks 

pengadaan barang/jasa pemerintah, e-procurement digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan barang/jasa pemerintah, memungkinkan penggunaan sistem katalog 

elektronik untuk melakukan pembelian barang/jasa.  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

Setda Provinsi Sumatera Selatan, tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana yang memadai, Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya, Biro 

Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan 
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bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi, harus memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai. Biro ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi dan memiliki 

peran penting dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Biro ini 

memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memenuhi fungsinya di 

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa di 

Provinsi Sumatera Selatan, pengadaan barang seperti alat tulis kantor sangat penting.  

Barang alat tulis kantor adalah alat-alat yang digunakan dalam kegiatan 

administrasi kantor, seperti alat tulis, peralatan komputer, dan lain-lain. Dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintahan, pengadaan barang Alat tulis termasuk 

dalam kategori pengadaan barang yang diperlukan untuk kegiatan operasional 

kantor. Pengadaan alat tulis kantor bagi sebuah perusahaan atau dinas pemerintahan 

memiliki biaya yang cukup besar,yang membuat sebuah perusahaan atau dinas 

pemerintahan harus dengan bijak memperhatikan pengendalian dalam pengadaan alat 

tulis kantor agar tidak terjadinya penghamburan biaya dalam pengadaan alat tulis 

kantor. Dalam proses pengadaan, bagi instansi pemerintah harus melalui beberapa 

tahapan mulai dari penyeleksi merek, fungsi, spesifikasi, jenis, penetapan untuk 

vendor sampai dengan penetapan biaya serta waktu dari pembeliaan untuk 

pengadaan alat tulis kantor yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan atau dinas pemerintahan. 

Proses pengadaan barang dan jasa sekarang memerlukan teknologi informasi 
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dan komunikasi. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang mendaftarkan 

berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah dengan harga, jenis, dan spesifikasi 

teknis. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik mengatur ketentuan teknis operasional Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE). Pembentukan LPSE diatur oleh Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, LPSE harus memenuhi 

persyaratan Undang-Undang. Pada tahun 2018, Peraturan Presiden (PERPRES) 

Nomor 16 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi 

diubah oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021. Pada tahun 

2023, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2023 mengatur percepatan 

transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.   

Selama 40 hari KKA (Kuliah Kerja Administrasi) di Setda Provinsi Sumatera 

Selatan, peneliti menemukan bahwa masih ada hambatan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang disebabkan oleh pengadaan barang melalui E-Procurement di Biro 

Pengadaan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa kendala dalam proses 

pengadaan termasuk vendor yang menanggapi dengan lambat, ketersediaan barang 

yang tidak terdaftar dalam E-Catalogue, dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan.   

Penelitian sebelumnya tentang pengadaan barang secara elektronik banyak 

diteliti. Misalnya, penelitian oleh Try Desmayanti et al. (2022), penelitian oleh Afdal 

Hafiz (2022), penelitian tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik oleh Mawarni et al. (2020), dan penelitian tentang penerapan prinsip 
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pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi dan katalog elektronik oleh Mawarni et 

al. (2020). Namun, penelitian tentang pengadaan barang tulis melalui E-Procurement 

belum banyak dilakukan, terutama di lembaga pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. Salah satu aspek baru dalam penelitian ini adalah penggunaan teori 

pengadaan secara elektronik dengan lokus pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

SETDA Provinsi Sumatera Selatan.. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat betapa pentingnya mengatasi 

masalah pengadaan barang secara elektronik di sektor publik, penelitian lebih lanjut 

diperlukan tentang pengadaan barang alat tulis secara elektronik melalui E-

Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Sumatera Selatan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengadaan 

barang alat tulis secara elektronik di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan penjelasan 

dan fenomena yang diuraikan di atas. “Bagaimana keefektifan Pengadaan Barang 

Alat Tulis Melalui E-Procurement di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi 

Sumatera Selatan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan Keefektifan Pengadaan Barang Alat Tulis Melalui E-Procurement di 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan dilakukan. 



7 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian 

ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan mendorong lebih 

banyak penelitian terkait manajemen keuangan sektor publik. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil 

kebijakan, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa 

secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai masukan 

bagi LPSE Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan perbaikan dan 

pengembangan lebih lanjut terhadap sistem E-procurement. 
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